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Abstrak 

Fenomena etika kepemimpinan dalam Islam menjadi semakin krusial di tengah dinamika sosial kontemporer. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip etika kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur’an dan 

penerapannya pada kasus Gus Miftah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi 

pustaka. Sumber primer yang digunakan meliputi Al-Qur’an, Tafsir Al-Azhar karya Hamka, dan Al-Ahkam As-

Sultaniyyah. Data dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) melalui pendekatan deduktif, yakni 

menarik prinsip-prinsip umum dari teks primer untuk mengkaji fenomena kepemimpinan kontemporer. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa prinsip etika kepemimpinan dalam Islam berlandaskan pada nilai-nilai amanah, 

keadilan, musyawarah, dan adab berbicara. Dalam kasus Gus Miftah, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara 

prinsip ideal kepemimpinan Qur’ani dengan praktik komunikasi publik yang ditunjukkan, khususnya terkait 

penghormatan terhadap martabat individu. Kontribusi teoritis dari penelitian ini terletak pada penguatan konsep 

etika kepemimpinan Qur’ani berbasis tafsir kontemporer. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan 

bagi tokoh agama dan pemimpin publik agar lebih peka terhadap etika komunikasi dalam ruang sosial 

keagamaan. 

Kata Kunci: Etika Kepemimpinan, Gus Miftah, Al-Qur’an, Tokoh Publik. 

Abstract 

The phenomenon of ethical leadership in Islam has become increasingly crucial amid contemporary social 

dynamics. This study aims to analyze the principles of ethical leadership from the perspective of the Qur'an and 

their application in the case of Gus Miftah. A descriptive qualitative approach based on library research was 

employed. Primary sources include the Qur'an, Tafsir al-Azhar by Hamka, and Al-Ahkam As-Sultaniyyah. The 

data were analyzed using content analysis through a deductive approach—deriving general principles from 

primary texts to examine contemporary leadership phenomena. The findings reveal that ethical leadership in 

Islam is grounded in the values of trustworthiness (amanah), justice, consultation (shura), and etiquette in 

speech. In the case of Gus Miftah, a discrepancy is found between the ideal Qur'anic leadership principles and 

the public communication practices exhibited, particularly concerning respect for individual dignity. 

Theoretically, this study contributes to the development of Qur'anic-based ethical leadership frameworks 

within contemporary exegesis. Practically, it offers insights for religious figures and public leaders to enhance 

ethical sensitivity and communication standards in social and religious spheres. 
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PENDAHULUAN

Etika dalam kepemimpinan merupakan fondasi utama dalam membentuk peradaban sosial yang 

adil, inklusif, dan bermartabat. Dalam konteks Islam, kepemimpinan tidak semata-mata dimaknai 

sebagai struktur kekuasaan administratif, melainkan sebagai amanah ilahiyah yang menuntut tanggung 

jawab moral, integritas spiritual, dan akhlak al-karimah. Nilai-nilai seperti amanah (tanggung jawab), 

‘adl (keadilan), syūra (musyawarah), dan husn al-khulq (adab dalam berkata dan bertindak) merupakan 

komponen utama dari kepemimpinan Qur’ani yang diwariskan Rasulullah SAW dan dikembangkan 

oleh para ulama seperti Al-Mawardi dan Buya Hamka (Qori’ah dan Nurpajar 2024; Sri Mulyani 2022). 

Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah menekankan bahwa pemimpin harus bertanggung 

jawab menjaga stabilitas sosial dengan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Sementara Buya Hamka 

melalui Tafsir Al-Azhar menggarisbawahi bahwa kepemimpinan dalam Islam memerlukan 

keseimbangan antara kekuatan spiritual, moralitas luhur, dan keberanian sosial. Keteladanan Rasulullah 

SAW menjadi model dasar yang harus direfleksikan dalam sikap pemimpin terhadap masyarakat, 

terlebih dalam konteks sosial yang dinamis seperti era digital saat ini (Sakhi, Amin, dan Kurniati 2024). 

Fenomena viral yang melibatkan Gus Miftah dalam sebuah acara keagamaan menunjukkan bahwa 

krisis etika dalam kepemimpinan publik dapat menimbulkan kegaduhan sosial (Kabakoran 2019), meski 

konteksnya bersifat kasuistik. Dalam sebuah video yang tersebar luas, Gus Miftah menyampaikan 

kalimat yang dianggap merendahkan kepada seorang pedagang kecil. Meskipun ia telah menyampaikan 

klarifikasi dan niat awalnya adalah bercanda, reaksi publik menunjukkan sensitivitas yang tinggi 

terhadap etika komunikasi tokoh agama di ruang publik. Penelitian ini tidak bermaksud mengeksplorasi 

peristiwa tersebut secara sensasional, tetapi menjadikannya sebagai pintu masuk untuk menguji 

validitas prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam konteks sosial kontemporer. 

Kasus ini hanya dikemukakan secara ringkas untuk menunjukkan pentingnya menguji kembali 

penerapan nilai-nilai etika Qur’ani dalam praktik komunikasi para tokoh publik keagamaan. Dalam 

masyarakat digital, di mana segala bentuk komunikasi terekam dan tersebar luas (Saragih 2018), setiap 

ujaran pemimpin tidak lagi bisa dilihat secara eksklusif oleh kalangan terbatas, melainkan menjadi 

konsumsi dan evaluasi publik yang luas dan cepat. Maka, dibutuhkan pendekatan analitis yang tidak 

hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks budaya, psikologi sosial, dan dinamika 

komunikasi publik. 

Secara akademik, penelitian ini berangkat dari kelemahan dalam studi-studi terdahulu yang 

umumnya bersifat normatif menggambarkan idealisme kepemimpinan Islam tanpa menjelaskan 

bagaimana prinsip-prinsip tersebut bekerja dalam konteks kekinian. Kajian seperti (Siddqiue, Syed Ali 

Sultan, dan Dr. Arfan Arshad 2023) serta (Muntatsiroh dan Bustamam 2023) lebih banyak memaparkan 

kerangka teoritis mengenai karakteristik pemimpin ideal menurut Islam, namun tidak menyentuh 

implementasi praktisnya dalam interaksi sosial modern. 

Demikian pula, studi oleh (Harahap, Nurmaini, dan Marpaung 2023) menekankan pentingnya 

akhlak dalam kepemimpinan Islam, tetapi tidak mengintegrasikan aspek tafsir sosial dan dinamika 

komunikasi digital. (Shofiyyah, Komarudin, dan Ulum 2023), juga menyoroti peran moralitas 

pemimpin Muslim, namun kajiannya belum membahas respons publik terhadap perilaku tokoh agama di 

media terbuka. Sementara itu, (Faelasup 2023) mengangkat tema tanggung jawab sosial pemimpin 

Islam, tetapi lebih berfokus pada institusi politik formal, bukan tokoh keagamaan yang berperan dalam 

ruang publik digital. 

Literatur-literatur tersebut menunjukkan bahwa kajian tentang etika kepemimpinan Islam 

umumnya masih terjebak dalam kerangka normatif yang idealistik dan belum menawarkan perangkat 

evaluasi aplikatif, khususnya dalam menilai ujaran tokoh publik di ruang digital. Oleh karena itu, 

penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan tafsir tematik berbasis ayat-



At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies, 06 (1), Juni 2025 (58-69) 

Muhammad Pajri Zullian, Devina Novela, Aisyah Nur, Saifullah 

 

Etika Kepemimpinan Islam…60 

 

ayat etika Al-Qur’an serta pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan tafsir sosial, komunikasi 

publik, dan psikologi moral. 

Dari sisi metodologis, masih sangat sedikit studi yang menggunakan pendekatan tafsir tematik 

(mawdhu‘i) berbasis analisis isi (content analysis) dengan teknik deduktif untuk menurunkan prinsip-

prinsip etika dari Al-Qur’an dan menghubungkannya dengan fenomena kontemporer. Banyak studi 

hanya mengutip ayat-ayat tanpa menganalisis konteks sosialnya. Hal ini menjadi gap penting yang 

berusaha dijawab oleh penelitian ini, yaitu dengan membangun kerangka tafsir yang tidak hanya fokus 

pada isi pesan ayat, tetapi juga pada respons sosial terhadap implementasinya. 

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip kepemimpinan Qur’ani melalui 

eksplorasi ayat-ayat yang berisi nilai akhlak al-karimah, ‘adl, adab al-hiwar, dan rahmah sebagai 

pondasi etik pemimpin. Penelitian ini juga mengintegrasikan tafsir sosial dan komunikasi publik untuk 

memahami dimensi ujaran tokoh agama dalam ruang publik digital. Kajian ini tidak hanya membaca 

teks, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks penerimaan sosial dan tuntutan etik dari 

masyarakat terhadap tokoh agama yang menjadi representasi moral komunitasnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip etika kepemimpinan 

dalam Al-Qur’an, terutama melalui ayat-ayat yang berisi nilai moral, keadaban berkomunikasi, dan 

tanggung jawab sosial seorang pemimpin. Kajian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (mawḍu’i) 

dengan analisis isi secara deduktif, yakni menarik prinsip umum dari ayat-ayat Al-Qur’an lalu 

dikontekstualisasikan pada kasus komunikasi tokoh publik. Pendekatan ini dikombinasikan dengan teori 

kepemimpinan Islam dari Al-Mawardi dan Hamka, serta didukung dengan teori komunikasi elit publik 

(Hobbs 2022) dan psikologi moral (Tangney, Baumeister, dan Boone 2004). 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas diskursus tentang etika kepemimpinan Islam dengan 

pendekatan yang lebih aplikatif dan responsif terhadap perkembangan sosial. Dengan mengkaji praktik 

komunikasi tokoh publik melalui lensa etika Qur’ani, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis 

dalam memperkaya metode tafsir kontekstual serta kontribusi praktis dalam membangun kesadaran etik 

di ruang publik keagamaan. Selain itu, penelitian ini membuka ruang dialog antara teks dan realitas, 

antara idealisme normatif dan praktik sosial yang penuh tantangan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Al-Qur’an dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi terhadap praktik 

komunikasi tokoh agama terhadap masyarakat kecil di ruang publik digital? Pertanyaan ini penting 

untuk menjembatani kesenjangan antara teks wahyu dan perilaku sosial pemuka agama, serta sebagai 

bentuk kontribusi akademik dalam membumikan etika Qur’ani dalam kehidupan kepemimpinan 

kontemporer.  

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka (library 

research) (Bungin 2007). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika kepemimpinan 

Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Qur’an, karya ulama klasik dan modern, serta bagaimana 

prinsip-prinsip tersebut dikontekstualisasikan dalam dinamika komunikasi publik tokoh agama 

kontemporer. 

Penelitian ini bersifat multidisipliner, dengan mengintegrasikan pendekatan etika Islam, 

komunikasi publik, psikologi sosial, dan sosiologi agama. Pendekatan ini dipilih agar analisis tidak 

hanya berhenti pada dimensi normatif-teologis, tetapi juga mampu membongkar dinamika sosial-

budaya dan implikasi psikologis dari praktik komunikasi tokoh agama dalam masyarakat digital. 

Dengan demikian, kerangka teoritik yang digunakan tidak hanya berasal dari pemikiran tokoh Islam 

seperti (Al-Mawardi 2018) dan Buya Hamka (Sri Mulyani 2022), tetapi juga diperkuat oleh teori self-
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regulation (Tangney dkk. 2004), public accountability, serta konsep komunikasi elit publik (Hobbs 

2022). 

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi teks-teks primer seperti Al-Qur’an, Al-Ahkam 

As-Sultaniyyah karya Al-Mawardi, dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka (Amrullah 1990), yang dianalisis 

untuk mengidentifikasi nilai-nilai etika kepemimpinan Islam. Selain itu, sumber sekunder yang 

digunakan mencakup artikel jurnal akademik, buku-buku ilmiah, laporan media terpercaya, serta hasil 

penelitian terkait perilaku komunikasi tokoh publik, terutama dalam konteks media sosial dan dakwah 

kontemporer. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan metode content analysis 

(analisis isi) dan pendekatan deduktif. Langkah-langkah analisis meliputi: (1) identifikasi prinsip etika 

kepemimpinan dari teks-teks primer, (2) pengkodean tema kunci seperti amanah, hikmah, empati, adab 

berbicara, dan kontrol diri, (3) pengorganisasian tema ke dalam kerangka analisis multidisipliner, dan 

(4) penerapan prinsip-prinsip tersebut pada kasus Gus Miftah yang dianalisis sebagai studi sosial-

komunikatif keagamaan. 

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan konfirmasi silang antara teks keagamaan, 

teori ilmiah lintas disiplin, serta sumber aktual yang melaporkan dinamika sosial kasus. Ruang lingkup 

penelitian dibatasi pada analisis terhadap ujaran publik tokoh agama di media terbuka, tanpa menyentuh 

aspek personal atau intensi subjektif yang tidak terdokumentasi. Fokus utama penelitian ini adalah 

menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip etika kepemimpinan Islam diterapkan dalam praktik 

komunikasi sosial tokoh agama di ruang publik modern. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Etika Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur’an 

Etika dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan moral pribadi (Rusnadi dan Hafidhah 

2019), tetapi juga sebagai pedoman sosial dan politik (Sadra, Wahyudi, dan Wahyudi 2024). Al-Qur’an 

menekankan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam urusan administratif, tetapi 

juga dalam menjaga keadilan, kemaslahatan umat, serta menunjukkan empati dan kasih sayang kepada 

masyarakat, terutama kepada golongan yang lemah dan terpinggirkan (Suharnia Wati dkk. 2024). 

Dalam Surah An-Nisa (4):58, Allah berfirman: 

مُوْا بِاا
ُ
ك حْ

َ
نْ ت

َ
بَيْنَ النَّاسِ ا مْتُمْ 

َ
وَاِذَا حَك هْلِهَاۙ 

َ
ا ٰٓى  مٰنٰتِ اِل

َ
ا
ْ
وا ال نْ تُؤَدُّ

َ
مْ ا

ُ
مُركُ

ْ
َ يَأ مْ بِهٖۗ   نَّ اللّٰه

ُ
َ نِعِمَّا يَعِظُك عَدْلِۗ  اِنَّ اللّٰه

ْ
انَ  ل

َ
َ ك اِنَّ اللّٰه

 سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat." (QS. An-Nisa: 58) 

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan landasan utama dalam struktur sosial-politik 

Islam, menempatkannya sebagai prinsip tak tergantikan dalam menjalankan kekuasaan. Dalam konteks 

ini, pemimpin tidak hanya berkewajiban menjaga hak-hak masyarakat secara umum, tetapi juga 

memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan suara dan kepentingan mereka yang berada di 

lapisan bawah tidak terpinggirkan (Setiawan dan Fauzi 2019). Penekanan ini menunjukkan bahwa 

keadilan dalam Islam tidak bersifat elitis, melainkan inklusif dan transformatif. 

 Di sisi lain, Al-Qur’an juga memuat nilai-nilai empati dan kasih sayang yang harus dimiliki oleh 

seorang pemimpin. Dalam Surah At-Tawbah (9):128 disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat peduli 

terhadap penderitaan umat: 

مُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ 
ْ
مْ بِال

ُ
يْك

َ
مْ حَرِيْصٌ عَل يْهِ مَا عَنِتُّ

َ
مْ عَزِيزٌْ عَل

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا  م ِ

ٌ
مْ رَسُوْل

ُ
قَدْ جَاءَۤك

َ
حِيْمٌ ل  رَّ
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“Sungguh, benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa 

olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, dan 

(bersikap) penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin.”(QS. At-Tawbah: 128) 

Ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin sejati dalam Islam tidak boleh bersikap kasar atau 

menyakiti perasaan masyarakat, terlebih jika mereka berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Tindakan 

semacam itu bukan hanya mencederai nilai-nilai kepemimpinan profetik, tetapi juga berpotensi 

memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyat. Dalam konteks ini, kepekaan sosial menjadi tolok ukur 

penting bagi seorang pemimpin dalam meneladani prinsip kasih sayang dan keadilan yang diajarkan Al-

Qur’an (Rashid 2015; Widayat 2014). 

Nilai kelembutan dalam kepemimpinan ditegaskan pula dalam Surah Ali Imran (3):159: 

وْا مِنْ حَوْلِكَۖ  فَاعْفُ   انْفَضُّ
َ
بِ ل

ْ
قَل
ْ
ا غَلِيْظَ ال نْتَ فَظًّ

ُ
وْ ك

َ
هُمْۚ  وَل

َ
ِ لِنْتَ ل نَ اللّٰه مْرِۚ  فَبِمَا رَحْمَةٍ م ِ

َ
ا
ْ
ال هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى 

َ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ ل

لِيْن ِ
 
مُتَوَك

ْ
بُّ ال َ يُحِ ۗ  اِنَّ اللّٰه ِ ى اللّٰه

َ
 عَل

ْ
ل
َّ
 فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَك

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. 

Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah 

dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, 

bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Ali 

Imran: 159) 

Ayat ini memperkuat bahwa sikap kasar, bahkan jika dilakukan dalam konteks bercanda, dapat 

merusak hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Tindakan semacam itu bukan hanya berisiko 

menimbulkan luka sosial, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas 

dan sensitivitas tokoh tersebut. Hal ini menandakan bahwa dalam perspektif Al-Qur’an, adab dan tutur 

kata pemimpin mencerminkan kualitas moral serta kesadaran sosialnya terhadap kondisi umat (Hidayat 

2019; Muhammad Syarif 2023). 

Ketiga ayat tersebut menjadi landasan normatif etika sosial dan politik dalam Islam. Pemimpin 

bukan hanya dipilih untuk memimpin, tetapi untuk melayani dengan adil, penuh kasih sayang, dan 

menjadi figur yang mampu menjaga harmoni sosial. Kepemimpinan dalam perspektif ini menuntut 

kepekaan terhadap suara rakyat, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan. Keadilan bukan 

sekadar prinsip hukum, tetapi nilai moral yang hidup dalam relasi antara pemimpin dan masyarakat. 

Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka yang terancam bukan hanya stabilitas sosial, tetapi juga 

legitimasi moral seorang pemimpin. Ketika tokoh agama maupun pemimpin politik menunjukkan 

perilaku yang tidak mencerminkan empati dan adab, krisis kepercayaan publik sangat mungkin terjadi. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, integritas bukan hanya soal personal, tetapi juga tanggung 

jawab sosial yang melekat pada jabatan publik. 

Analisis Kasus Gus Miftah dalam Perspektif Al-Qur’an 

Pada tanggal 20 November 2024, dalam acara "Magelang Bersholawat" yang digelar di Lapangan 

Soepardi, Magelang, Gus Miftah seorang pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang 

Kerukunan Beragama terlibat dalam interaksi dengan seorang pedagang es teh bernama Sunhaji. Dari 

atas panggung, Gus Miftah menyapa sang pedagang dengan mengatakan, “Es tehmu jik okeh ra?” (Es 

teh kamu masih banyak tidak?), yang dijawab dengan anggukan. Gus Miftah melanjutkan, “Masih? Ya 

kono didol, goblok!” diikuti dengan kalimat, “Dol'en ndisik, ngko lak rung payu, yo wis, takdir.” 

Perkataan tersebut disambut tawa oleh sebagian hadirin, namun juga menuai reaksi keras dari 

masyarakat luas. 

Penting untuk mencermati konteks budaya dan bahasa lokal sebelum menyimpulkan secara 

moralistik. Dalam budaya Jawa, khususnya dalam interaksi informal, penggunaan kata seperti “goblok” 

dapat memiliki konotasi yang lebih cair sebagai bagian dari gaya bercanda antar teman akrab. Gus 



At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies, 06 (1), Juni 2025 (58-69) 

Muhammad Pajri Zullian, Devina Novela, Aisyah Nur, Saifullah 

 

Etika Kepemimpinan Islam…63 

 

Miftah, dalam klarifikasinya yang dimuat oleh Katadata.co.id, menegaskan bahwa ia tidak berniat 

menghina, melainkan bercanda karena sudah mengenal Sunhaji secara personal. Sunhaji sendiri 

mengaku tidak tersinggung dan menganggap interaksi tersebut wajar karena kedekatan mereka (Rosman 

2024). 

Namun demikian, meski konteks budaya dan relasi personal bisa menjadi faktor pemakluman 

secara lokal, seorang tokoh publik tetap perlu memahami bahwa ruang publik saat ini bersifat digital 

dan terbuka. Dalam budaya digital, publik bukan hanya penonton langsung, tetapi juga mereka yang 

menyaksikan lewat potongan video dan tanpa konteks penuh (Livingstone 2015). Di sinilah tantangan 

baru kepemimpinan agama muncul bagaimana menjaga gaya komunikasi yang tetap ramah konteks 

namun tidak kontraproduktif secara etis di mata publik yang lebih luas dan beragam. 

Dari sudut pandang Al-Qur’an, nilai-nilai adab dalam komunikasi sangat ditekankan. QS. Al-

Hujurat (49):11 melarang saling merendahkan dan memanggil dengan sebutan buruk, sementara QS. 

Al-Isra’ (17):53 memerintahkan untuk berbicara dengan kata-kata terbaik agar tidak memicu 

permusuhan. Tafsir Al-Azhar karya Hamka menekankan bahwa kata-kata yang tampak biasa dalam 

pergaulan bisa menjadi penyebab perpecahan jika diucapkan tanpa empati dan sensitivitas publik 

(Amrullah 1990). Dalam konteks ini, penting bagi tokoh agama untuk mempertimbangkan bukan hanya 

apa yang dikatakan, tetapi bagaimana itu dipahami publik. 

 Hamka juga menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus dibangun di atas tiga pilar: 

spiritualitas, moralitas, dan kekuatan sosial-fisik (Amrullah 1990; Sri Mulyani 2022). Seorang 

pemimpin tidak cukup hanya memiliki kharisma dan jaringan sosial, tetapi juga harus menjadi cermin 

dari nilai-nilai luhur Islam. Dalam kasus ini, meskipun Gus Miftah dikenal karena pendekatannya yang 

populis dan dekat dengan masyarakat lapis bawah, hal itu tetap perlu dikawal dengan kehati-hatian etis 

dalam berbicara di ruang publik yang lebih luas dari sekadar lapangan dakwah. 

Pandangan Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah juga relevan. Ia menyatakan bahwa 

pemimpin adalah penjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan (Al-Mawardi 2018). 

Amanah tidak hanya ditunaikan melalui keputusan administratif, tetapi juga melalui integritas dalam 

sikap dan ucapan. Dalam konteks kontemporer, di mana seorang tokoh agama juga berfungsi sebagai 

simbol moral umat, kelalaian dalam komunikasi bisa dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip ‘adl 

(keadilan sosial) dan hikmah (kebijaksanaan). 

Meski demikian, perbandingan antara Gus Miftah dan Buya Yahya harus ditempatkan secara 

proporsional. Buya Yahya dikenal dengan pendekatan dakwah yang formal, sistematis, dan berbasis 

lembaga pesantren. Gaya retorikanya halus dan sangat terstruktur karena audiensnya sering berasal dari 

kalangan santri atau masyarakat religius yang mapan (Ridwan 2019). Sebaliknya, Gus Miftah banyak 

berdakwah di ruang-ruang publik yang tidak formal, seperti di lingkungan hiburan malam, pesantren 

rehabilitasi, atau acara rakyat. Maka, gaya komunikasinya pun lebih cair, spontan, dan berbasis pada 

jangkauan massa yang luas dan heterogen. Keduanya menampilkan wajah berbeda dari dakwah Islam, 

dan keduanya tetap memiliki tempat selama etika dasar tetap dijaga. 

Namun demikian, gaya komunikasi yang santai tetap tidak membenarkan ucapan yang berpotensi 

melecehkan martabat seseorang, terutama dalam struktur sosial yang timpang. Dalam ruang publik yang 

kian terbuka, pemimpin agama harus menumbuhkan kepekaan terhadap kelompok rentan. Ungkapan 

yang mungkin dianggap lucu dalam satu komunitas bisa berubah menjadi simbol pelecehan dalam 

ruang digital yang luas. 

Respons publik melalui media sosial dan pemberitaan menunjukkan meningkatnya ekspektasi 

masyarakat terhadap tokoh agama. Komentar-komentar yang mengecam ucapan Gus Miftah 

menandakan kesadaran kolektif baru terhadap etika kepemimpinan. Publik kini tidak hanya menilai isi 

ceramah, tetapi juga cara penyampaiannya. Ini menjadi refleksi bahwa krisis keteladanan bukan hanya 

soal moralitas pribadi, tetapi juga soal komunikasi publik yang manusiawi. 
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Dampak sosial dari insiden ini cukup signifikan. Secara konkret, terjadi penurunan kepercayaan 

dari sebagian masyarakat terhadap tokoh agama yang dinilai terlalu bebas berbicara. Selain itu, institusi 

keagamaan yang terkait dengan Gus Miftah turut terdampak secara citra karena dianggap membiarkan 

gaya komunikasi yang tidak sesuai dengan prinsip dakwah rahmatan lil ‘alamin. Media sosial menjadi 

arena kontrol sosial baru yang memperlihatkan bahwa pelanggaran etika verbal dapat berakibat pada 

delegitimasi moral secara kolektif. 

Di sisi lain, kasus ini juga membuka diskusi penting tentang pembaruan etika dakwah di era 

digital. Dakwah bukan hanya menyampaikan isi ajaran Islam, tetapi juga menyampaikan nilai dalam 

cara. Ketika tokoh agama tampil di panggung digital, setiap kata menjadi dokumentasi publik yang 

melekat. Oleh karena itu, penting bagi tokoh publik untuk menyeimbangkan antara spontanitas, humor, 

dan kehormatan lisan. 

Sebagai penutup, kasus ini bukan semata-mata soal “goblok” atau tidak, tetapi tentang standar 

ganda yang sering kita lihat dalam dunia dakwah. Gus Miftah, seperti tokoh lainnya, tetap manusia yang 

bisa salah. Tetapi sebagai simbol moral, setiap kesalahan apalagi yang viral perlu ditanggapi dengan 

evaluasi, bukan sekadar klarifikasi. Islam tidak melarang bercanda, tapi menegaskan batas adabnya. QS. 

Ali Imran (3):159 mengajarkan bahwa keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam membina umat 

bukan hanya karena wahyu yang dibawa, tetapi karena kelembutan dan keteladanan pribadinya. 

Refleksi dan Implikasi Etika Kepemimpinan dalam Al-Qur’an 

Kasus Gus Miftah memperlihatkan bagaimana pelanggaran etika komunikasi oleh tokoh agama 

berdampak luas, tidak hanya terhadap individu yang terlibat langsung, tetapi juga terhadap persepsi 

kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai kepemimpinan Islam. Dalam tradisi Islam, kepemimpinan 

bukan sekadar posisi sosial, tetapi amanah moral yang menyatu dengan fungsi dakwah dan keteladanan 

(Muliyanty, Hamdanah, dan Fahmi 2024). Dalam konteks sosial digital saat ini, ucapan tokoh agama 

menjadi konsumsi publik lintas ruang, dan karena itu memerlukan kontrol etis yang lebih ketat. 

QS. Ali ‘Imran (3):159 sering dikutip untuk menggambarkan kelembutan Rasulullah SAW dalam 

memimpin umat. Namun ayat ini, jika ditafsir lebih mendalam sebagaimana dijelaskan oleh Quraish 

Shihab, tidak hanya memuat ajakan untuk bersikap lembut, tetapi juga mengandung prinsip kejujuran, 

empati, dan keberanian moral dalam menanggapi kesalahan umat. Kelembutan bukan berarti permisif 

atau kehilangan ketegasan, tetapi kemampuan untuk mengkomunikasikan kebenaran dengan cara yang 

tidak melukai dan di sinilah letak tantangan etis tokoh publik saat ini (Al Baihaqi 2022). 

Pendekatan komunikasi publik dan psikologi sosial menjelaskan bahwa ucapan kasar, meskipun 

dalam konteks bercanda, dapat menciptakan luka simbolik yang melampaui ruang pribadi. Kata-kata 

seperti “goblok” yang diucapkan di atas panggung dengan pengeras suara, disaksikan ribuan orang 

secara langsung dan digital, membawa dampak sosial yang kompleks. Ucapan tersebut membentuk 

persepsi kolektif bahwa tokoh agama memiliki otoritas untuk melecehkan secara verbal. Di sinilah 

komunikasi publik memerlukan sensitivitas moral, karena peran pemimpin tidak hanya menyampaikan 

pesan, tetapi juga menciptakan makna sosial yang akan diterjemahkan publik secara luas. 

Walaupun Gus Miftah telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf, serta memberikan 

hadiah umrah kepada pedagang yang terlibat, langkah tersebut perlu dianalisis lebih dalam dalam 

kerangka rekonsiliasi etis. Dalam teori etika Islam dan psikologi rekonsiliasi, permintaan maaf yang 

diterima secara publik belum tentu menyembuhkan luka sosial, terutama jika tidak disertai dengan 

transformasi sikap jangka panjang. Hadiah material, meskipun berharga, tidak bisa menggantikan 

kebutuhan publik akan pengakuan moral dan perbaikan etis yang konsisten. 

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap peristiwa tersebut tidak boleh berhenti pada insiden dan 

klarifikasi semata. Lebih penting lagi adalah menilai bagaimana tokoh agama memaknai ulang peran 

mereka di tengah masyarakat yang semakin kritis dan berpendidikan. Apakah permintaan maaf hanya 

sebagai manuver reputasi, atau sebagai titik balik untuk merefleksikan gaya komunikasi dan 
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membangun keteladanan yang lebih kuat? Di sinilah pentingnya memberi ruang bagi transformasi 

moral, bukan sekadar pemberian maaf simbolik. 

Respons publik terhadap insiden tersebut menunjukkan pergeseran signifikan dalam cara 

masyarakat menilai tokoh agama. Di era keterbukaan informasi, masyarakat kini menuntut keselarasan 

antara ucapan dan tindakan, serta tidak lagi menerima otoritas religius secara simbolik tanpa evaluasi 

kritis. Reaksi keras di media sosial terhadap ucapan Gus Miftah yang dianggap merendahkan, 

sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com (5 Desember 2024), menandakan bahwa legitimasi tokoh 

agama kini lebih ditentukan oleh integritas moral yang teruji secara sosial, bukan semata status 

keulamaan. Dalam beberapa kanal berita Islam, bahkan dilaporkan adanya survei kecil yang 

menunjukkan penurunan kepercayaan terhadap tokoh agama yang terlibat dalam kontroversi verbal. Hal 

ini menguatkan bahwa ruang publik keagamaan telah berpindah dari basis karisma menuju tuntutan 

etika substantif. 

Namun demikian, penting untuk tidak menjadikan satu kesalahan sebagai penanda totalitas. Islam 

sendiri memberi ruang luas untuk taubat dan islah (perbaikan diri). Kasus Gus Miftah, jika direspons 

secara bijak dan reflektif, dapat menjadi momen pertumbuhan moral bagi tokoh agama dan pelajaran 

publik tentang pentingnya adab dalam kepemimpinan. Alih-alih menjatuhkan, publik perlu mendorong 

lahirnya sikap tanggung jawab jangka panjang dari para pemuka agama, agar dakwah tetap menjadi 

jalan pencerahan, bukan sumber luka sosial. 

Akhirnya, pelajaran utama dari kasus ini bukan hanya tentang satu kata yang kontroversial, tetapi 

tentang sistem nilai yang menyertai kepemimpinan Islam. Seorang dai bukan hanya penyampai pesan, 

melainkan wajah dari pesan itu sendiri. Maka, menjaga integritas, kelembutan, keberanian, dan 

kejujuran dalam berkomunikasi menjadi fondasi etika kepemimpinan yang harus dijaga. Hanya dengan 

demikian, dakwah dapat menyentuh hati tanpa mencederai, dan menjadi jembatan spiritual antara ajaran 

dan kehidupan nyata umat. 

Kesenjangan antara Teori dan Praktik Etika Kepemimpinan 

Kasus yang melibatkan Gus Miftah dalam interaksinya dengan seorang pedagang es teh menjadi 

momen reflektif tentang bagaimana prinsip-prinsip etika kepemimpinan Islam diuji dalam praktik nyata. 

Ucapan spontan seorang tokoh agama di ruang publik, meskipun bersifat candaan, dapat menimbulkan 

dampak sosial yang signifikan karena posisi dan pengaruh yang melekat pada dirinya. Hal ini 

menunjukkan bahwa menjadi pemimpin dalam Islam bukan hanya soal kapasitas ceramah atau posisi 

simbolik, tetapi tentang seberapa dalam nilai-nilai keadilan, empati, dan hikmah diinternalisasi dalam 

perilaku (Rusnadi dan Hafidhah 2019). 

Secara teoritis, Islam memiliki warisan konsep kepemimpinan yang sangat kaya. Al-Mawardi 

dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah menekankan pentingnya ‘adl (keadilan) dan hikmah (kebijaksanaan) 

dalam segala tindakan pemimpin (Al-Mawardi 2018). Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar 

menyebutkan bahwa pemimpin yang sejati harus memiliki spiritualitas, moralitas, dan kekuatan sosial 

yang seimbang (Amrullah 1990). Namun, seperti yang tergambar dalam kasus ini, terjadi 

ketidaksesuaian antara nilai-nilai tersebut dengan laku tokoh agama di ruang publik. Fenomena ini 

bukan semata soal kesalahan individu, melainkan menunjukkan adanya kesenjangan sistemik antara 

ajaran dan praktik. 

Tanggapan publik terhadap kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi menerima sikap 

tokoh agama tanpa kritik. Di era digital, setiap tindakan pemimpin termasuk gaya bicara akan 

ditafsirkan ulang secara massal dan cepat oleh publik yang kritis. Di sinilah pentingnya pendekatan 

komunikasi publik dalam memahami dinamika kepemimpinan keagamaan. Ujaran seperti “goblok” 

yang dikatakan oleh tokoh agama dapat dipersepsikan bukan sekadar guyonan, tetapi sebagai bentuk 

simbolik kekuasaan yang melecehkan masyarakat kecil. Komunikasi publik berbasis empati menjadi 

krusial dalam menjembatani kekuasaan dan moralitas. 
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Studi Hobbs & McClure menunjukkan bahwa dalam masyarakat digital, gaya komunikasi elit 

publik berkontribusi besar pada pembentukan budaya keteladanan atau justru ketimpangan simbolik 

(Hobbs 2022). Ketika bahasa kasar digunakan oleh figur publik, ia melegitimasi wacana dominasi atas 

kelompok rentan. Maka, kasus Gus Miftah bukan hanya soal satu kata yang menyinggung, tetapi 

memperlihatkan bagaimana ujaran publik memproduksi ketimpangan baru yang tidak selalu disadari 

oleh pelakunya. 

Lebih jauh, ketidakseimbangan antara teori dan praktik etika kepemimpinan juga bersumber dari 

lemahnya kontrol etik di lembaga keagamaan itu sendiri. Penelitian Nuraini menemukan bahwa 

sebagian besar ormas Islam dan lembaga dakwah di Indonesia belum memiliki sistem pengawasan 

internal yang mapan untuk mengevaluasi perilaku publik para penceramahnya (Nuraini, Waharjani, dan 

Jailani 2024). Ketiadaan forum etik independen menjadikan kritik publik melalui media sosial menjadi 

satu-satunya jalur kontrol sosial, yang sayangnya seringkali tidak terstruktur dan hanya bersifat reaktif. 

Dalam konteks inilah pendekatan sosiologis menjadi penting. Karakter masyarakat patron-klien di 

Indonesia menyebabkan tokoh agama seringkali dikultuskan, sementara pelanggaran etika dianggap hal 

kecil selama tokoh tersebut masih memenuhi ekspektasi simbolik umat. Ini menghambat evaluasi yang 

sehat terhadap pemimpin. Maka dari itu, diperlukan sistem pembinaan yang tidak hanya menekankan 

popularitas atau loyalitas jamaah, tetapi juga mekanisme evaluasi moral yang objektif dan terstandar. 

Solusi terhadap kesenjangan ini tidak cukup bersifat personal dan normatif, melainkan harus 

disertai dengan transformasi struktural. Salah satunya dengan mendorong ormas Islam dan lembaga 

dakwah membentuk Dewan Etik Komunikasi Publik yang bertugas menyusun pedoman komunikasi 

untuk tokoh agama, termasuk penanganan pelanggaran verbal secara preventif dan korektif. Ini menjadi 

penting agar citra Islam sebagai rahmat bagi semesta tidak terciderai oleh ucapan personal yang tidak 

terkendali. 

Pendekatan multidisipliner juga sangat relevan dalam menjembatani teori dan praktik 

kepemimpinan Islam. Psikologi sosial, misalnya, menawarkan konsep self-regulation dan public 

accountability (Tangney dkk. 2004) untuk menjelaskan pentingnya pengendalian diri pemimpin dalam 

situasi publik. Di sisi lain, komunikasi publik menekankan bahwa ujaran publik tidak pernah bebas 

nilai; setiap kata yang keluar dari tokoh agama akan menjadi penanda moral di tengah masyarakat. 

Dalam kerangka ini, permintaan maaf dan pemberian hadiah umrah oleh Gus Miftah, meskipun 

penting sebagai bentuk tanggung jawab, belum cukup untuk menyelesaikan persoalan etika secara utuh. 

Publik juga menilai apakah permintaan maaf itu diiringi dengan kesadaran moral yang dalam atau 

sekadar langkah meredakan kontroversi. Maka, rekonsiliasi etis tidak hanya memerlukan simbol, tetapi 

juga reformasi sikap dan komitmen perubahan jangka panjang. 

Selain itu, media keagamaan dan lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis untuk 

memperkuat literasi etika kepemimpinan. Kurikulum pesantren dan kampus dakwah perlu 

mengintegrasikan pelatihan komunikasi publik, literasi digital, dan empati sosial sebagai bagian dari 

kompetensi dakwah. Ini akan memperluas definisi keteladanan dari sekadar penguasaan teks ke 

penguasaan konteks dan emosi sosial. 

Namun demikian, analisis ini juga mengakui bahwa ruang perbaikan selalu terbuka. Islam 

memberikan tempat yang luas untuk taubat, islah, dan transformasi moral. Tokoh agama yang bersalah 

tetap memiliki peluang untuk memperbaiki diri secara nyata dan menjadi contoh proses pemulihan etis. 

Dengan demikian, masyarakat sebaiknya tetap mendorong proses pertumbuhan moral tokoh publik 

tanpa menjerumuskan mereka pada stigma permanen yang destruktif. 

Penelitian ini pada akhirnya menegaskan bahwa tantangan utama etika kepemimpinan Islam hari 

ini bukan terletak pada kelangkaan teori, melainkan pada disiplin moral dalam menerapkannya. 

Integrasi antara nilai dan tindakan harus dibangun tidak hanya dalam ceramah, tetapi dalam kontrol 

sosial, sistem kelembagaan, dan desain pelatihan dakwah. Hanya dengan pendekatan yang 
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komprehensif inilah krisis keteladanan dapat diatasi dan kepemimpinan Islam kembali hadir sebagai 

inspirasi etis di ruang publik yang semakin dinamis. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menemukan bahwa tindakan verbal tokoh publik terhadap masyarakat kecil, seperti 

yang terjadi dalam kasus Gus Miftah, menunjukkan ketidaksesuaian antara perilaku tokoh agama dan 

prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan tafsir para ulama 

seperti Fakhruddin al-Razi dan Quraish Shihab terhadap QS Ali ‘Imran (3):159, kepemimpinan yang 

Qur’ani mengedepankan sikap lemah lembut, empati, musyawarah, serta penghormatan terhadap 

martabat manusia. Ujaran yang kasar, meskipun dimaksudkan sebagai candaan, tidak dapat dibenarkan 

secara etik karena berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap tokoh agama dan mencederai 

nilai-nilai keteladanan yang diembannya. 

Melalui pendekatan teori Al-Mawardi dan Buya Hamka, serta pembandingan dengan tokoh 

seperti Buya Yahya, penelitian ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan Islam menuntut konsistensi 

moral dalam ucapan dan tindakan. Buya Yahya dengan gaya komunikasi yang santun dan beradab 

memberikan contoh bahwa ketegasan dalam dakwah tidak harus disampaikan dengan gaya konfrontatif. 

Tokoh publik di era digital memiliki tanggung jawab lebih besar karena setiap kata yang diucapkan 

berpotensi menjadi representasi moral umat di ruang sosial yang luas dan sensitif. Selain prinsip-prinsip 

Qur’ani dan tafsir etis, penelitian ini juga menempatkan teori komunikasi publik dan psikologi moral 

sebagai landasan analitik. Dari sudut komunikasi elit publik, ujaran tokoh agama tidak bisa dilepaskan 

dari pengaruh simbolik dan dampaknya terhadap persepsi kolektif. Sementara itu, psikologi moral 

menekankan pentingnya self-regulation dan public accountability sebagai indikator keberhasilan etika 

kepemimpinan. Ketika pemimpin gagal mengendalikan ekspresi verbalnya, apalagi di ruang publik, hal 

itu mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral dalam konteks sosial modern. 

Respon publik terhadap kasus ini juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi masyarakat dari 

otoritas simbolik menuju otoritas berbasis moral. Pemberitaan media seperti Kompas.com mengungkap 

teguran dari tokoh nasional dan maraknya kecaman sosial di media digital, yang menandakan 

meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap keteladanan figur publik. Masyarakat kini menilai bukan 

hanya isi dakwah, tetapi cara penyampaiannya, serta sejauh mana tokoh agama benar-benar 

mewujudkan nilai-nilai Islam dalam praktik sosialnya. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan 

utama penelitian ini menegaskan bahwa tindakan verbal tokoh agama harus tunduk pada prinsip etika 

kepemimpinan dalam Islam. Internalitas nilai adab, empati, dan sensitivitas sosial menjadi fondasi 

utama dalam menjaga marwah kepemimpinan di era keterbukaan digital. Tokoh agama tidak hanya 

diukur dari kekuatan retorika, tetapi dari integritas lisan dan konsistensi moral dalam perilaku 

keseharian.. 
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